
BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : ll8.A/KPTS/vl l2ols

TENTANG

PELIMPAHAN KEWEilANGAIT PEHAITDATAITGANAN KEPT'TUSAN TENTAITG

PEilgTAPAIt DA.F'TAR PETYERIMA DAII BESARATY DAIYA HIBAIT KEPADA

XTPALJT BADAN PEITGEI,OI,AAN IIEUAITGAI{ DAN ASEf DAERATI

I(ABI'?ATES HALMAI{ERA BARAT
TA}ITI$ AI5GGARAIT 2(,15

BUPATI IIALMAIIERA BARAT'

Menimbang : a. bahwa berd.asarkan Pasal 35 ayat {21 Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 7 Talrrrn 2013 tentang Pedornan

Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten

Halmahera Barat, yang mengamanatkan bahwa Bupati
dapat menunjuk pejabat yang diberi pelimpahan wewenang

uniuk membuat dan menandatangani Keputusan PenetapalL

Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah, maka dipandang
perlu dilakukan pelimpahan kewenallgan dirnaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan
Tentang Penetapan Daftar Penerima Dan Besaran Dana
Hibah -xepada -Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
20r5;

Mengingat : I 
U*ffir#sffig x,:*:: %"ffi,j.'?ilixTsr?"'1ffiru
pembentukan baerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
wilayah Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang*undang;

2. llndanl-una"ni Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

,. fi:TfrlffiH'*o*o, 6 rahun 2ooo tentang perubahan

atas undang-undang Nomor +6 Tahun 1999 tentang
pembentukari Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
*. Undang:'undang Nornor 1 Tahun 2003 tentang

Pembentukan 
-Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten

Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utata;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara;
6.Undang-undangNomorlTahun2oo4tentang

Perbendatraraan N egara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38
Pembagian Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah ProPinsi dan
KabupatenlKcta;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 7 Tahun 2O7O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;
peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2aa6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
peratuian Daerah Ka6upaten Halmahera Barat Nsmsr 3
Tahun 20 15 tentang Pembentukan organisasi Lembaga

Teknis Daerah Kabrrpaten Halrnahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Be[-]at Nomor 3

Tahun 2o:4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahKabupatenHaimaheraBaratTahunAnggaran
2015;

MEIYIUTUSI{AN :

Tahun 2OO5 tentang

Tahun 2OOT tentang
amtara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah

2015

10.

1i.

t2.

13.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan

Tentang Penetapan Daftar Penerima Dan Besaran Dana

Hibah -fepada i<epala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran

20t5.
KepaLa Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang

diberi wewenang p-enandatanganan sebagaimana dimaksud
Diktum xesatulbertanggung jawab penuh terhadap aspek

ii"r", aspek teknis, ^"p.t 
legalitas dan aspek administratif

dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku'
kepala gJaan eengetoiaan keuangan dan Aset Daerah yang

diberi wewenang plenandatanganan sebagaimana dimaksud
Diktum pert#a, wajib melaporkan penyaluran/-

penyerah an dan penggunaan Dana Hibah kepada Bupati

ifd*"ft"ra Barat melalui Sekretaris Daerah'
o"rrg* berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati

Halmahera garit Nomor I.A/KPTS ltl2at', tanggal 5
Januari 2015, d.inyatakan d.icabut dan tidak berlaku lagi'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PE.IABAT PARAF

Sekretaris Daerah / \,
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra TzV
Kepala BPKAD hr
Kabag. Hukum & Orgs. wv

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : lS Junr

NAMTO H. ROBA

BUPATI HALMAHETBARAT'

lM
Tembusan DisamPaikan KePada :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilal Maluku utara di Ternate,

,. yth. Inspektur Ins'ektorat Kabupaten Hatmahera Elarat di Jailolo,

a. vth. repala BadanPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

5. Yang birsangkutan untuk diketahui dan seperlunya'


